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ABSTRAK

Buzzer secara umum digunakan oleh partai politik maupun kandidat pada saat kampanye dan
memiliki tugas membentuk opini publik dengan tujuan memobilisasi pemilih. Akan tetapi, pada
masa pemerintah Jokowi sejak 2014 buzzer memiliki pergeseran peran. Artikel ini menunjukkan
bahwa buzzer digunakan untuk menyebarluaskan program pembangunan infrastruktur
pemerintah dan juga menyerang pihak-pihak yang melakukan kritik atau bersebrangan dengan
pemerintah. Dalam menangkal setiap kritik kepada pemerintah, narasi yang secara umum
digunakan buzzer untuk membentuk citra pemerintah adalah “Jokowi Orang Baik” dan “Tidak
Semua Kesalahan Adalah Kesalahan Jokowi”. Melalui studi literatur, artikel ini disusun untuk
memahami aktivitas buzzer di media sosial. Dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, artikel ini
beragumen bahwa penggunaan buzzer sebagai bagian hegemoni yang dilakukan pemerintahan
Jokowi untuk menciptakan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan investasi yang minim kritik.
Di sisi lain, aktivitas buzzer yang secara masif melakukan pembelaan terhadap pemerintah justru
mengancam demokrasi.
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ABSTRACT

Buzzers are generally used by political parties and candidates during campaigns and have the task
of forming public opinion with the aim of mobilizing voters. However, during the Jokowi
administration, buzzers had a shift in roles. This article shows that buzzers are used to disseminate
government infrastructure development programs and attack parties who criticize or oppose the
government. In counten’ug any criticism of the government, the narratives common])/ used b )4
buzzers to shape the government's image are "Jokowi is a Good Person" and "Not All Mistakes Are
Jokowi's Fault" Through literature study, this article was compiled to understand buzzer activity
on social media. With Antonio Gramsci's theory of hegemony, the argument of this article is the
use of buzzers as part of the Jokowi government's hegemony to create development policies and
implementation of investments that are minimally critical. On the other hand, buzzer activities
that massively defend the government threaten democracy and form authoritarian rule.
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PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi dan distribusi informasi lazim
dijumpai dalam keseharian masyarakat di Indonesia. Fenomena ini berimbas pada dinamika



politik, yakni untuk meraih suara pemilih di pemilu banyak dari kandidat maupun partai
politik memanfaatkan media sosial dalam berkampanye (Kisic, 2018). Guna mendominasi
informasi pada saat kampanye di media sosial para aktor politik menggunakan jasa buzzer
karena mereka dianggap dapat mempengaruhi opini publik sehingga meningkatkan
keterpilihan bagi seorang kandidat maupun partai politik (Saraswati, 2018). Terdapat
beberapa buzzer yang telah dikenal memiliki keterikatan dengan kandidat seperti Jokowi
Advanced Social Media Volunteers (JASMEV), @triomacan2000, dan Muslim Cyber Army
(MCA) (Hui, 2020). Buzzer didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki
kemampuan mempengaruhi orang lain melalui pesan yang disampaikan di media sosial
(Saraswati, 2018). Tercatat sejumlah keterlibatan huzzer di arena politik yakni ketika Pilgub
DKI Jakarta 2012, Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019 (Felicia & Loisa,
2019; Seto, 2019; Hui, 2020). Pada perkembangannya pesan yang disampaikan buzzer tidak
hanya sekedar visi dan misi kandidat, akan tetapi juga menyangkut adanya berita bohong
(hoaks) dan kampanye hitam (black campaign).

Berita bohong dan kampanye hitam yang berisi pernyataan kekerasan, menghina,
radikalisasi, kebencian, ekspresi fundamentalis, kefanatikan tidak lagi disampaikan secara acak
tetapi dirancang untuk mendiskreditkan pihak lain (Seto, 2019). Di Amerika Serikat misalnya,
skandal dari Cambridge Analytica yang diliput oleh surat kabar New York 7Times menuliskan
kerja perusahaan konsultan politik Inggris tersebut dapat mengeksploitasi data pengguna
media sosial dan perilakunya untuk kepentingan kampanye Partai Republik (Rosenberg,
Contfessore, & Cadwalladr, 2018). Buzzer telah memainkan peran penting dalam dinamika
politik di media sosial, mereka dapat melakukan politisasi terhadap isu ras, agama, sosial.
Namun, fenomena sekarang menunjukkan perubahan kerja buzzer menjadi alat dari aktor
politik untuk menyerang pihak yang dianggap berseberangan.

Beberapa kasus menunjukkan adanya penggunaan buzzer oleh pemerintahan Jokowi.
Pertama, serangan oleh akun buzzer twitter yang membangun narasi bahwa demonstrasi yang
dilakukan oleh mahasiswa dan siswa STM pada aksi Reformasi Dikorupsi didasarkan atas
kepentingan ekonomi alias masa bayaran (PinterPolitik, 2019). Kedua, pada penanganan virus
Covid-19 pemerintahan Jokowi menggunakan buzzer sebagai upaya untuk membantah
analisis mengenai telah masuknya virus Covid-19 ke Indonesia (Setyaningrum, 2020). Ketiga,
adanya penyerangan yang dilakukan oleh buzzer dengan akun-akun palsu di 7witter kepada
pihak-pihak yang kritis kepada pemerintah seperti Novel Baswedan dan Ravio Patra (Politik
Today, 2020). Fenomena tersebut menimbulkan istilah Auzzeristana di kalangan masyarakat,
hal ini tidak terlepas dari adanya pertemuan yang sering dilakukan antara Presiden Jokowi
dengan buzzer membahas isu-isu penting (Sani, 2020).

Hal ini menunjukkan pergeseran peran buzzer di era pemerintahan Jokowi yang
berbeda dengan penggunaan buzzer pada umumnya, yaitu dari sekedar mempengaruhi opini
pemilih menjadi alat untuk mengintimidasi individu yang kritis kepada pemerintah. Belum
ada penelitian yang membahas secara detail penggunaan buzzersebagai upaya mendominasi
wacana Artikel ini kemudian menjawab pertanyaan: “Mengapa pemerintahan Jokowi
menggunakan buzzer untuk melakukan dominasi wacana di media sosial?”. Pada literatur-
literatur ilmu politik, penguasaan terhadap informasi adalah hal yang wajib dilakukan oleh
pemerintah. Konteks di Indonesia saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari budaya
politik sehari-hari (Sumartias et al, 2019). Dari sini hadir kepentingan pemerintah untuk
menguasai media sosial karena sebagai kebutuhan mendominasi informasi. Artikel ini
menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci untuk menjawab pertanyaan yang
diajukan.
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TEORI HEGEMONI

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk menggambarkan hubungan antarkelas
dalam masyarakat yang bersifat subordinatif, di mana terdapat kelas tertentu yang menguasai
kelas lainnya. Gramsci membedakan antara dominasi dan hegemoni. Jika dominasi bersifat
koersif, maka hegemoni bersifat consent (dengan persetujuan). Dominasi dilakukan melalui
aparatur atau lembaga negara seperti hukum, penjara, militer, dan polisi. Oleh karena sifatnya
adalah memaksa. Sementara hegemoni dilaksanakan dengan lebih lunak melalui lembaga
pendidikan, kesenian, budaya, dan sebagainya. Upaya hegemoni ini dilaksanakan dengan cara
membujuk. Pada intinya, tujuan hegemoni oleh kelas berkuasa ini adalah untuk
mengendalikan cara berpikir dan perilaku warga agar mewujudkan visi ideologis kelas yang
berkuasa (Gramsci, 1977). Artikel ini menggunakan perspektif Gramscian ini untuk
menjelaskan bagaimana buzzer sesungguhnya melaksanakan praktik hegemoni yang
menguntungkan kelas yang berkuasa, yaitu negara atau pemerintah.

Artikel ini beragumentasi bahwa pergeseran peran buzzer terjadi karena pemerintahan
Jokowi menggunakan buzzer di media sosial untuk melakukan hegemoni kepada masyarakat
agar meminimalisir adanya kritik dan opini yang tidak sesuai dengan wacana pemerintah.
Pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan menggunakan
buzzer adalah bentuk yang tidak menjamin hak kebebasan berpendapat dan menyimpang
dari nilai-nilai demokrasi. Jadi, kritik dan masukan dari warga negara kepada pemerintah yang
menjadi kontrol sosial tidak benar-benar terealisasi karena pasti diserang oleh buzzer. Dalam
melakukan analisis, artikel ini akan menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan
mengenai latar belakang penggunaan buzzer sebagai alat hegemoni. Bagian kedua,
membahas cara buzzer untuk melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang tidak tunduk
terhadap ide pemerintahan Jokowi. Sedangkan bagian ketiga menjelaskan narasi yang
dibangun oleh bhuzzer mengenai pemerintahan Jokowi.

Pada teori hegemoni Gramsci, hegemoni bekerja dalam dua tahap yaitu pada tahap
dominasi dan pengarahan (Simon, 2004). Pada tahapan dominasi, negara akan menggunakan
alat-alatnya seperti sekolah, media, dan organisasi-organisasi masyarakat untuk menjalankan
ideologi yang diinginkan oleh negara. Setelah tahapan dominasi tersebut, alat hegemoni ini
akan mengarahkan masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara. Konsekuensinya yang
didapatkan masyarakat adalah setiap perlawanan terhadap hegemoni adalah tindakan
pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman. Dari pemahaman tentang cara kerja alat
hegemoni tersebut, artikel ini akan melihat bagaimana peran buzzer sebagai bagian dari
media melakukan tahap dominasi dan pengarahan.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjelaskan adanya penggunaan buzzer oleh pemerintahan Jokowi,
artikel ini didasarkan pada studi pustaka. Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku,
dokumen kebijakan yang terkait, jurnal-jurnal ilmiah, pemberitaan di media on/ine, dan
berbagai informasi tertulis terkait dengan saat pertama kali Jokowi mengikuti kontestasi
pemilihan Gubernur DKI Jakarta sampai dengan masa jabatan kedua kepemimpinannya
sebagai presiden, selain itu data yang dipilih secara spesifik menjelaskan adanya penggunaan
atau keterlibatan buzzer pada agenda politik Pemerintahan Jokowi. Sehingga mampu
mendukung argumentasi pada artikel ini bahwa terdapat penggunaan buzzer oleh
pemerintahan Jokowi sebagai alat untuk melakukan hegemoni. Data yang telah dikumpulkan
akan dianalisis menggunakan teori hegemoni sebagai kerangka teoritis. Artikel ini hanya
berfokus pada kegiatan buzzerdi Twitter dalam pembentukan konten atau narasi yang sesuai
nilai-nilai pemerintahan Jokowi dan melakukan serangan balik terhadap pihak-pihak yang
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dianggap melakukan kritik terhadap kebijakan dari pemerintah. Penggunaan pendekatan ini
bertujuan untuk memberikan gambaran secara spesifik dari pergeseran peran buzzer yang
hanya digunakan pada saat kampanye dan memobilisasi pemilih, menjadi alat dari
pemerintahan Jokowi untuk melakukan hegemoni kepada masyarakat.

Artikel ini berfokus pada penggunaan buzzer pada pemerintahan Jokowi karena selama
ini terdapat beberapa kali upaya pembungkaman dan intimidasi yang dilakukan kepada pihak-
pihak yang berseberangan dengan pemerintahan berawal dari media sosial. Tindakan tersebut
menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi ingin mendominasi wacana yang terdapat di
media sosial. Selain itu juga berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan membentuk
opini publik melalui konten yang diproduksi oleh buzzer. Dengan kata lain, artikel ini
dimaksudkan sebagai sarana untuk memahami dinamika politik di media sosial terutama
penggunaan buzzer oleh pemerintah dan memberikan paradigma berpikir kritis dalam
hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah di ruang publik.

LATAR BELAKANG PENGGUNAAN BUZZER

Seiring dengan kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, buzzer mengalami transformasi
kinerja yang tadinya digunakan untuk mengkampanyekan visi, misi, wacana, isu politik, dan
melawan narasi hoaks kepada Jokowi berubah menjadi alat dalam menyebarluaskan program
pemerintah. Program pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 menekankan adanya
pembangunan infrastruktur secara masif untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi
(Ekayanta, 2019). Untuk menyebarluaskan kebijakan tersebut maka digunakanlah buzzer,
mereka bertugas untuk mendengungkan (buzzing) kebijakan tersebut untuk diterima dan
ditangkap publik sebagai konstruksi berpikir. Seperti penjelasan Iman Brotoseno yang
merupakan salah satu buzzer yang menyerang pihak pengkritik kebijakan pembangunan
infrastruktur dengan #weet tanggal 11 Mei 2018 pukul 5.40 WIB: “Yang nyinyirin Jokowi
bangun infrastruktur sebaiknya mudik jangan lewat tol. Lewat jalan yang dibangun Daendels
saja” (Gunadha & Bhayangkara, 2020). Dari kerjanya sebagai huzzer tersebut balasan yang
didapatkan oleh Iman Brotoseno adalah menjadi Dirut TVRI pada tahun 2020, seperti telah
diakui sendiri oleh Iman Brotoseno bahwa dirinya tidak keberatan disebut sebagai buzzer
pemerintah Jokowi (Damanik, 2019).

Peran lain dari buzzeradalah menciptakan narasi-narasi positif mengenai Jokowi untuk
menutupi realitas sesungguhnya. Merujuk pada penelitian Ekayanta (2019) pembangunan
infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi berupaya menyingkirkan kekuatan oposisi dan
berusaha mendapatkan dukungan dari koalisinya. Sebab pembangunan infrastruktur Jokowi
menjadi masalah karena mengabaikan sektor lain dan berbagai permasalahan seperti
penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM), reformasi dan konflik agraria, dan peningkatan
hutang akibat pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan adanya perlawanan dan
perseteruan aktor-aktor politik karena perbedaan kepentingan (Ekayanta, 2019). Stabilitas
politik dapat diciptakan dalam menyamakan opini publik, tugas inilah yang dilakukan oleh
buzzer di media sosial yakni menyamakan opini publik dengan menciptakan konten-konten
sebagai bagian dari hegemoni ideologi pembangunan kepada masyarakat.

Produksi konten-konten negatif yang dilakukan oleh buzzer adalah upaya untuk
menghilangkan substansi dari perdebatan terkait kebijakan tertentu. Penyebaran konten-
konten negatif tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena karena
karakteristik media sosial yang spesifik (Nasrullah, 2014). Pertama, infertextuality yaitu setiap
teks dan beberapa teks lainnya dapat saling tertatut dan jaringan antar teks dapat menciptakan
konteks; kedua, nonlinearity artinya pergerakan pembicaraan dapat berkembang dan
melahirkan topik baru; ketiga, blurring the reader/writer distinction yaitu terdapat pengaburan
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antara pembaca dan penulis karena di media sosial seseorang dapat menulis karena membaca
sebuah konten tertentu; keempat, multimedianess yakni media sosial dapat memuat teks,
audio, video, dan sebagainya; kelima, no gatekeeperadalah media sosial tidak memiliki fungsi
dalam melakukan seleksi informasi yang masuk dan keluar sebagaimana pada media arus
utama; keenam, ephemerality adalah kondisi teks di media sosial dapat dihapus baik disengaja
maupun tidak disengaja. Karakteristik tersebut menciptakan kondisi di mana buzzer dapat
menyebarkan informasi secara luas maupun terbatas sesuai dengan kehendaknya.

Artikel ini melihat bahwa sebagai bagian dari alat hegemoni Jokowi, buzzer juga
melakukan upaya untuk menutupi setiap kekurangan dan justru memutarbalikkan fakta
dengan menciptakan berita bohong atau fitnah kepada pihak-pihak yang menyebarluaskan
kekurangan tersebut. Dalam menggunakan buzzer pemerintahan Jokowi berusaha menutup
setiap permasalahan yang ada di masyarakat dengan memutarbalikkan fakta dan mengarahkan
opini publik di media sosial. Hal ini didasari atas pentingnya penguasaan narasi di media
sosial sejak mengalami pertumbuhan pada tahun 2012. Terdapat kontradiksi dari sikap Jokowi
di khalayak publik dengan entitas buzzer di media sosial, selama ini Jokowi selalu
menunjukkan pada publik di media massa bahwa dirinya terbuka akan tetapi justru di media
sosial setiap pihak yang mengkritik Jokowi ditanggapi oleh buzzer sebagai pihak yang
“nyinyir”. Selain itu artikel ini juga menemukan bahwa setiap kritik yang dilakukan oleh pihak
oposisi dan masyarakat sipil selalu dianggap tidak mendasar atau berita bohong karena
didasarkan atas sikap iri/dengki. Keberadaan buzzer sebagai alat hegemoni juga didukung
oleh kepolisian dengan penggunaan pasal makar atau dijerat dengan pasal UU I'TE terhadap
pihak oposisi maupun kepada kelompok masyarakat sipil apabila kritik tersebut menjadi viral

(Prabowo, 2019; tempo.co, 2019; Ghatur, 2016).

PERUBAHAN CARA KERJA BUZZER

Artikel ini menemukan bahwa cara kerja buzzer yang digunakan oleh pemerintah
mengelami perubahan. Buzzer berfungsi tidak hanya menyebarluaskan berita bohong akan
tetapi juga ikut serta dalam upaya mengkriminalisasi pihak-pihak yang berseberangan dengan
pemerintah. Pada kasus ini terdapat dua kejadian yang mana buzzer melakukan kriminalisasi
kepada Ravio Patra, peneliti kebijakan yang aktif menyampaikan kritik di 7wrtter dan komika
Bintang Emon yang dituduh mengkonsumsi narkoba akibat kritiknya pada kasus persidangan
kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan. Hal ini menunjukkan bahwa
buzzer telah “diberikan” kewenangan yang luas dari pemerintah untuk menyerang pihak-
pihak yang dianggap berpengaruh di media sosial dan berseberangan. Buzzer pemerintah
Jokowi terkesan mendapatkan perlindungan dari jeratan pasal UU ITE (Hidayat, 2019;
Mustofa, 2019; Wartawai & Mustofa, 2019). Melalui tindakan intimidatif buzzer,
menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi yang terpilih secara demokratis justru dalam
menjalankan kepemimpinannya berubah menjadi rezim otoritarianisme dengan melakukan
pembungkaman dan upaya kriminalisasi di media sosial. Secara sempit buzzer akan secara
habis-habisan membela kepentingan pemerintah dan mengintimidasi lawan politik mereka.

Melihat adanya fenomena dari kejadian yang menimpa Ravio Patra dan Bintang Emon,
negara sejatinya memberlakukan konsep Huxleyan dan Orwellian (R53, 2020). Dalam hal ini
negara dengan kemajuan teknologi justru membanjiri informasi yang kemudian menciptakan
situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan. Melalui
tumpahan informasi tersebut, akan membentuk disinformasi yang masif membuat masyarakat
tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya (Huxley, 1932). Selain
itu dalam menerapkan konsep Orwellian, pemerintah juga melakukan perampasan dan
penyortiran informasi. Akibatnya masyarakat semakin gagap dalam menghadapi derasnya laju
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informasi dan terkondisikan pasif membuat mereka cenderung tidak kritis. Buzzer disiagakan
untuk meredam isu sensitif dan pembukamangan terhadap aktivis. Hal ini menunjukkan
adanya indikasi dari pemerintah membentuk tatanan polittk menuju fasisme dan
otoritarianisme, masyarakat dalam hal ini diberlakukan layaknya kanvas dengan adanya satu
suara dan serangan.

Terdapat beberapa cara kerja buzzer dalam menggiring opini publik. Pertama, adalah
dengan memberikan iming-iming ganjaran atau griveway. Strategi ini biasanya dilakukan
dengan membagikan sejumlah voucher uang elektronik hingga saldo pulsa bagi yang
mengicaukan ulang pesan yang diproduksi oleh buzzer (Camil, 2019). Selain itu buzzer
menggunakan akun bot secara masif dengan memanfaatkan otomasi mesin dan alogaritma
media sosial sehingga dapat menghasilkan kicaun frekuensi tinggi dan menghasilkan #rending
topic. Kedua, cara lainnya adalah buzzer membuat cuitan atau konten yang berisi meme,
pernyataan terkait isu, hingga video-video supaya muncul sudut pandang tertentu di
masyarakat (Priatmojo & Mukti, 2019). Ketiga, huzzer menggunakan cara “psikologi terbalik”
atau konsep social proof dalam membuat sebuah konten, yakni adanya kecenderungan
manusia merasa tindakannya benar apabila mengikuti tindakan yang dilakukan oleh orang
banyak. Maka dalam proses bekerjanya huzzer mengupayakan untuk menjaga keberpihakan
opini publik pada pemerintahan Jokowi dan menghancurkan pihak-pihak yang tidak
sependapat dengan cara memanipulasi rasa simpati masyarakat.

MEMBANGUN NARASI “JOKOWI ORANG BAIK”

Pada pemerintahan Jokowi, buzzer memiliki pekerjaan selain menyerang pihak-pihak
yang mengkritik Jokowi, juga menyampaikan konten dengan narasi yang membangun citra
positif. Narasi tersebut selalu diproduksi seiring bersamaan dengan serangan buzzer kepada
pengkritik, yang memiliki maksud bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan karena “Jokowi
orang baik”. Selain itu narasi ini juga menciptakan opini publik bahwa ketidakmampuan
Jokowi dalam memerintah bukan karena kesalahan dia melainkan orang-orang disekitarnya.
Hal tersebut membuat Jokowi sebagai seorang presiden tidak dapat dipersalahkan dengan
setiap kebijakan yang dia keluarkan. Buzzer telah menjadi alat dari pencitraan Jokowi di
media sosial untuk memenangkan opini publik guna tetap menguatkan pemerintahannya dan
mengesampingkan berbagai kelemahan di pemerintahan. Pada bagian ini akan dijelaskan
bagaimana pemerintahan Jokowi membentuk narasi sebagai “orang baik” selama masa
kepemimpinannya.

Beberapa aksi terkait dengan kritik kepada pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa
adanya upaya untuk melakukan kontra narasi oleh buzzer dengan mereduksi aksi tersebut.
Pertama, pada kasus #SawitBaik, buzzer membangun narasi dengan memproduksi konten di
media sosial seperti 7witter yang menjelaskan bahwa kebakaran hutan bukanlah akibat dari
pembukaan lahan baru oleh perusahaan kelapa sawit. Selain itu adanya kampanye #SawitBaik
merupakan upaya pemerintah Jokowi untuk melawan perang dagang karena adanya
pemberlakuan moratorium dari Uni Eropa mengenai impor minyak sawit. Moratorium
tersebut dikeluarkan karena tanaman kelapa sawit tidak ramah lingkungan, hal ini juga
mendapat dukungan dari para aktivis lingkungan hidup. Akan tetapi narasi #SawitBaik justru
mengkampanyekan bahwa pemerintahan Jokowi serius dalam hal pemberdayaan terhadap
minyak sawit untuk kebutuhan pengembangan industri dalam negeri dan peduli terhadap
petani (Hakim, 2019). Fakta di lapangan justru narasi #SawitBaik tidak sesuai dengan apa
yang dikatakan pemerintah dan malah menyesengsarakan masyarakat seperti masalah
deforestasi, mempengaruhi keanekaragaman hayati di wilayah hutan, memicu konflik agraria
dan menyebakan kebakaran hutan (Briantika, 2020). Data Konsorsium Pembaruan Agraria
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(KPA), jumlah 144 kasus konflik agraria di sektor perkebunan, sebanyak 83 kasus atau 60%
terjadi di kelapa sawit (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2019).

Kedua, awal masa pemerintahan Jokowi yang kedua terdapat aksi demonstrasi besar
dengan tema #ReformasiDikorupsi, akan tetapi aksi tersebut direduksi maknanya oleh para
buzzer pemerintah. Demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok aliansi masyarakat
sipil dengan tujuan mengemukakan kritik terhadap kebijakan pemerintah justru para buzzer
menyebut aksi tersebut adalah aksi bayaran dan hanya ditunggangi kepentingan politik
tertentu (Rachman, 2019). Kontra narasi tersebut berhasil membuat perpecahan di kalangan
demonstran, para mahasiswa dan pelajar yang melakukan demonstrasi dicap negatif dan
melakukan tindakan anarkis. Dengan membangun narasi #MahasiswaPelajarAnarkis dan
#T'urunkanJokowi membuat mahasiswa tidak solid dan berhasil mengalahkan isu
sesungguhnya yakni mengawal sejumlah UU dan RUU yang dianggap bermasalah (Hidayat,
2019). Di samping itu penggunaan buzzerdikombinasikan dengan tindakan aparat keamanan
yang represif dalam menghadapi demonstran aksi #ReformasiDikorupsi di Jakarta, Bandung,
Makassar, Kendari, dan Ternate mengakibatkan lebih dari 1489 orang ditangkap dan 380
orang menjadi tersangka (Novellno, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang
melibatkan buzzer dan aparat keamanan untuk menciptakan rasa takut serta pembungkaman
terhadap kritik.

Ketiga, pada penanganan virus Covid-19 buzzer juga berperan bahwa apa yang
dilakukan oleh Jokowi merupakan kerja keras dan tidak ada yang salah. Sejak munculnya
kasus Covid-19 di Cina pada bulan Desember 2019, pemerintah tidak melakukan langkah
waspada justru melalui buzzer pemerintah berusaha mempromosikan pariwisata dan juga
menampik fakta terkait Covid-19 di Indonesia. Dalam memberikan informasi mengenai
Covid-19 pemerintah justru menggunakan buzzer ketimbang ahli epidemologi dan
pemanfaatan buzzer untuk menggerakkan opini di media sosial (Rizal, 2020). Data
menunjukkan bahwa terdapat dana sebesar 72 miliar rupiah untuk buzzer dan influencer
untuk kegiatan buzzer di bidang pariwisata (Thomas, 2020). Ahli epidemiologi dr Tifauzi
Tyassuma yang menjelaskan mengenai penanganan pemerintah terhadap Covid-19 yang
tidak sesuai juga mendapat serangan dari buzzer dengan memutarbalikan logika dan
menghacurkan kredibilitasnya (Dwinanda, 2020). Klaim dari pemerintah penggunaan buzzer
adalah upaya untuk membuat masyarakat tidak panik dan tidak takut terhadap Covid-19.
Selain itu terdapat pernyataan bahwa justru tingkat kepercayaan publik meningkat kepada
pemerintah akibat adanya koordinasi antar lembaga saat penanganan Covid-19. Akan tetapi,
justru pemerintah abai terhadap penanganan Covid-19 tersebut dengan tidak mendahulukan
tenaga medis serta mendengarkan masukan dari para ahli epidemologi.

Tiga fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya sistematis yang dilakukan
oleh pemerintah Jokowi untuk melakukan kontra narasi setiap kritik dengan buzzer. Narasi
tersebut juga menjelaskan bahwa setiap kebijakan seharusnya tidak disalahkan kepada Jokowi
selaku presiden. Buzzer dilibatkan pada penanganan untuk membungkam setiap kritik guna
mengenasankan bahwa pemerintah Jokowi selalu memiliki citra positif sebagai “orang baik”.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendiskriditkan pemerintah berusaha diputarbalikkan
faktanya dalam merebut ruang wacana di media sosial.

SIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa buzzer telah melaksanakan upaya hegemoni terhadap
kesadaran publik untuk mendukung pemerintahan Jokowi dalam menjalankan kebijakannya.
Berdasarkan perspektif Gramscian, maka upaya tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk
mempertahankan “memenangkan” persetujuan publik. Kehadiran media sosial menjadi
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medium strategis bagi pertarungan wacana dan membentuk opini publik. Gramsci melihat
bahwa agen yang melaksanakan hegemoni atau menopang kekuasaan status guo adalah
lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan, kebudayaan, bahkan keluarga. Tetapi pada
tatanan yang sudah berubah, dengan keberadaan media sosial, huzzer tampil menjadi agen
yang “mengamankan” kebijakan pemerintah dari setiap kritik. Upaya “pengamanan” tersebut
kerap kali melanggar prinsip-prinsip demokrasi karena buzzer menyerang pengkritik dengan
menyebarluaskan informasi pribadi, melakukan peretasan, atau menyebarkan berita bohong.
Ironisnya, keberadaan buzzer mendapatkan perlindungan dari keberadaan UU ITE dan
adanya keberpihakan aparat keamanan karena dalam melakukan kerjanya tidak pernah ada
penangkapan. Dengan demikian, dalam konteks yang lebih luas, keberadaan buzzer telah
menjadi ancaman terhadap demokrasi dan dapat menciptakan pemerintahan despotis.
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